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ABSTRAK 

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling 
banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan 
berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan 
selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam kompilasi hukum Islam 
(KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya 
dibatasi dengan empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat 
yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya-anaknya. 

Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus 
perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat komulatif sesuai dengan Pasal 4 
dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ada empat perkara di tahun 2009, yaitu tiga 
perkara dikabulkan dan satu perkara dibatalkan. Adapun pokok masalah dari 
penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara 
mengenai izin poligami dan bagaimana petimbangan Majelis Hakim terhadap 
perkara mengenai izin poligami ditinjau dai hukum Islam dan aturan perundang-
undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009. 

Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang didukung dengan 
wawacanra, peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan 
data disertai wawancara yang ada di PA Mataram. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta putusan-putusan perkara 
yang ada di Pengadilan Agama Mataram. Pendekatan yang digunakan penelitian 
ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Analisis data yang digunakan dengan 
cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin 
poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai 
dengan syariat Islam, Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang 
apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari 
aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif 
sedangkan asas alternatif  tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada salah satu perkara 
yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan 
finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dijelaskan 
dan dibuktikkan secara medis. 

Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami 
mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI 
kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Alqur’an Surat An-Nisa ayat 
3.  Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara 
izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 
perkara izin poligami dibatalkan. 

Keynote: Pertimbangan hakim, izin poligami 
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MOTTO 

 

يسرا العسر مع إن  
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 
Nama  

ا 

ب 

ت 

ث 

ج 

ح 

خ 

د 

ذ 

ر 

ز 

س 

ش 

ص 

ض 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jim 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

Rā’ 

Zai 

Sin 

Syin 

Ṣād 

Ḍad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah)  

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط

ظ 

ع 

غ 

ف 

ق 

ك 

ل 

م 

ن 

و 

ه 

ء 

 ي

Ṭā’ 

Ẓā’ 

‘Ain 

Gain 

Fā’ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mim 

Nūn 

Waw 

Hā’ 

Hamzah 

Ya 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

te (dengan titik di bawah) 
  

zet (dengan titik di bawah) 
  

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 متعدّدة

  عدّة ّ

 
ditulis 

ditulis 

 
Muta’addidah 

‘iddah 

 
III. Ta’marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

حكمة 

 

ditulis 

 

Ḥikmah 



x 

 ditulis jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 
 كرامةالاولياء

 
ditulis 

 
Karāmah al-auliyā’ 

 
c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 
 زكاةالفطر

 
ditulis 

 
Zakāh al-fiṭri 

 
 
IV. Vokal Pendek 

 
___ َ◌_ 

___ ِ◌_ 

___ ُ◌_ 

 

 
fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a 

i 

u 

 

V. Vokal Panjang 

 
1 

 
 Fathah + alif  جاهلية                    

 
ditulis 

 
ā  : jāhiliyyah 
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2 
 
3 

 
4 

 

 
Fathah +  ya’ mati              تنسى  
 
Kasrah + ya’ mati               كريم  
 
Dammah + wawu mati    فروض 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

 
ā  : tansā 
 
ī  : karīm 
 
ū  : furūd 

 
 
VI. Vokal Rangkap 

 
1 

 

2 

 

 
Fathah ya mati 

 بينكم

Fathah  wawu mati 

 قول

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
 
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 
 

 
أأنتم 

أعدّ ت 

 لئن شكرتم

 
ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 
VIII. Kata sandang Alif + Lam 
 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan “l” 

 
القران 

 القياش

 
ditulis 

ditulis 

 
Al-Qur’ān 

 
al-Qiyās 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 
السماء 

 الشمس

 
ditulis 

ditulis 

 
as-Samā’ 

 
asy-Syams 

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 
 ذوي الفروض

 
 أهل السنة

 
ditulis 

 
ditulis 

 
Zawi al-furūd 

 
Ahl as-Sunnah 

 
 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan 
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KATA PENGANTAR 

 بسم االله الرحمٰن الرحيم

 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور انفسنا ومن سيىٔات اعمالنامن هللان الحمد 

 يهد االله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang 

wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita 

bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. P0 F

1
P Allah SWT 

telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang 

harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi 

seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang 

mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, 

harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang 

laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang 

mendampinginya.P1 F

2 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua 

kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam 

kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur’an dan hadis 

nabi. Kata na-ka-ha terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, seperti 

dalam surat an-Nisa’ ayat 3: 

                                                           
1 Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm. 5. 
2 Ibid., hlm. 13. 
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وإنْ خفتمْ ألاّ تقْسطوا فى اليتامى فانْكحوا ما طاب لكمْ مّن النساء مثْنى وثلث وربع فإن 

2خفْتمْ ألاّ تعد لوا فوا حدة أوْماملكتْ أيْمنكمْ ذلك أدْنىَ ألاّ تعولوْا F

3 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan 

itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Pertimbangannya ialah sebagai 

negara yang berdasarkan pancasila sila yang sila pertamanya ialah ketuhanan 

YME, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang 

penting.  

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan 

turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan 

pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 1 dan penjelasan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus 

dasar hukum perkawinan.P3F

4 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, 

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, 

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

                                                           
3 An-Nisa’ (4): 3 
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), hlm 5. 
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yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut 

hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan 

perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.5 

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada 

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). 

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.6 

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari 

seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum 

Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.7 Poligami 

dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang 

melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong 

wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa 

nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena 

itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus 

diterapkan secara jelas dan tegas. 

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas 

paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa 

                                                           
5 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Akasara 2004), hlm. 2-3. 
6Ibid., hlm. 9-10. 
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan  Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (yogyakarta: liberty 1989), hlm. 74. 
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persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan 

ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 3. Ayat 

tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama: batas maksimal empat 

orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau 

syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami. 

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu 

dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan 

juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan 

adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah. Ulama berbeda 

dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak 

atau adil dalam arti berimbang. 

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti 

menyamakan nafaqah antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. 

Dalam hal belanja harian (nafaqah dalam arti khusus) suami wajib 

menyamakan diantara istri-istriny a, karena itulah yang dimaksud dalam arti 

adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi 

kewajiban nafaqah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus 

dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan 

apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.  

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-

istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam 

pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal 
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tersendiri bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa 

orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya 

hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur. 

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat 

kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri 

dengan istri  yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di 

antara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan qasm, sedangkan yang 

dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena 

malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, 

sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, 

secara sederhana qasm itu berarti giliran kesempatan bermalam.8 

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang 

perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak 

mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 

Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-

laki tertentu untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-

syarat tertentu. 

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam 

berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke 

pengadilan agama, jika tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka 

                                                           
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 176-179. 
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perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.9 Persyaratan yang cukup 

berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan 

poligami. 

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara 

permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak 

dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya 

persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun Undang-

Undang. 

Angka kawin cerai yang tinggi di Pulau Lombok disebakan faktor 

kemudahan dalam melakukan pernikahan, sehingga poligami banyak 

dilakukan oleh masyarakat sasak. Perkawinan, perceraian, dan poligami 

banyak yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Salah satu faktor 

penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur 

dan tata cara untuk mendaftarkan perkawinan atau perceraian bahkan izin 

poligami di pengadilan, namun fokus penelitian penyusun hanya meneliti izin 

poligami di Pengadilan Agama Mataram. 

Ada empat perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mataram 

Tahun 2009 yaitu, tiga perkara izin poligami dikabulkan dan 1 perkara izin 

poligami dibatalkan, di sini Penyusun ingin meneliti apakah pertimbangan 

Hakim sudah sesuai dengan Hukum atau Perundang-Undangan. 

                                                           
9 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3). 
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Pertimbangan Hakim dalam perkara poligami sangatlah menarik untuk 

dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru 

dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain 

yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-

alasan izin poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami 

kepada Pengadilan Agama Mataram, dan dalam hal ini majelis Hakim harus 

dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul 

sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penyusun 

mengambil judul: Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Terhadap Putusan PA Mataram). 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok 

permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin 

poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 

2009? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari 

hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama 

Mataram pada tahun 2009? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 
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a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memberikan putusan bagi pemohon izin poligami di Pengadilan 

Mataram pada tahun 2009. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim 

mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam atau aturan 

perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

khazanah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan poligami. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum 

dalam perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau 

tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap 

banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami 

diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat 

beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi 

dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan 

pembahasan dalan skripsi ini.  

Telaah pustaka ini didiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai 

poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu 



9 
 

kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan 

pembahasan informasi yang didapat. 

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan judul Alasan-alasan 

Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA 

Yogyakarta Tahun 1999-2001)10 disebutkan beberapa alasan poligami di PA 

Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga 

tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri 

tidak dapat memberikan kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan 

intim sangat terpaksa, isteri tidak dapat melayani suami dikarenakan 

kapabilitas seksualnya dan hiperseks, isteri terkena penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, saling mencintai 

dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, 

sudah nikah sirri dan berniat meresmikannya secara hukum nasional, amar 

ma’ruf nahi mungkar. 

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan 

yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam. 

Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam 

keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama 

Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dam membuktikan kebenaran dari 

alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami. 

(2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian 

dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan 

                                                           
10 Nur Sholihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta 

Tahun 1999-2001)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). 
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dalam undang-undang maupun hukum Islam. (3) Permohonan suami dengan 

alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan 

dengan alasan hanya untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual 

belaka. 

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rahman Firdaus dengan judul Alasan-

alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan 

Tahun 2000-2003)11 disebutkan bahwa alasan-alasan dalam putusan perkara 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003 

adalah isteri sakit atau cacat badan, isteri mandul, isteri tidak mau dikumpuli 

dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dan hendak  mensahkan secara 

hukum positif, isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah saling 

mencintai dan menghindari perbuatan dosa, telah melakukan koitus dan 

hendak bertanggung jawab. 

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan 

poligami dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke PA Sukabumi 

tahun 2000-2003 sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang 

mengatur tentang poligami. (2) Pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

digunakan Hakim PA Sukabumi dalam memutuskan perkara permohonan izin 

pologami secara global sudah mencerminkan keadilan. Terbukti dalam setiap 

putusannya Hakim pengadilan Agama Sukabumi selalu mempertimbangkan 

syarat utama dalam mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana 

                                                           
11 Dede Rahman Firdaus, “Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 

2000-2003)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005). 
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yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pramono dengan judul Studi 

Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 

tentang Alasan-Alasan Poligami12 disebutkan bahwa permohonan izin 

poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun 

hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/ menolak berhubungan 

seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan. 

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Dari 

permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada 

tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang 

diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis 

diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya 

kebutuhan biologis, disamping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis 

Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami 

adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat 

sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan 

kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam 

rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, 

                                                           
12 M. Hafid Aji Pramono, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang 

Alasan-Alasan Poligami”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
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serta sikap saling menghormati diantara para isteri dengan anggota keluarga 

lainnya. 

E. Kerangka Teoritik 

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang 

sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab, 

poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. 

Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan 

di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling 

ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri 

harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.13 

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak 

menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya 

sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti 

keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di 

dalam dua ayat poligami, yaitu surah an-Nisa’: 3 dan an-Nisa’: 129 

وإنْ خفتمْ ألاّ تقْسطوا فى اليتامى فانْكحوا ما طاب لكمْ مّن النساء مثْنى وثلث وربع فإن 

 خفْتمْ ألاّ تعد لوا فوا حدة أوْماملكتْ أيْمنكمْ ذلك أدْنىَ ألاّ تعولوْا
13F

14 

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129: 

ولنْ تسْتطيْعوْا أنْ تعد لوْا بيْن النسّاءولوْحرصْتمْ فلا تميْلوْاكلّ الْميْل فتذ روْهاكالْمعلقّة 

14Fوإنْ تصْلحوْا وتتقّوْافإنّ الله كان غفورًرّحيْماً 

15 

                                                           
13 Asghar Ali Enginerr, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 111. 
14 An-Nisa’ (4): 3. 
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Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-

Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak 

bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur’an membolehkan laki-laki 

kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip 

al-Tabari, menurut asghar, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan 

poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi 

ketika mengawini mereka.16 

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab 

fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi 

persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat 

tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-

macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan 

pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami 

wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi’i juga mensyaratkan 

keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut 

urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.17 

Pandangan al-Qur’an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama 

fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. 

Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan 

dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya 

istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua 
                                                                                                                                                                     

15 An-Nisa’ (4): 129. 
16 Ibid., hlm.112-113. 
17 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 158. 



14 
 

istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak 

perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain. 

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, 

menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada 

delapan keadaan.  

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.  

2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat 

melahirkan.  

3. Istri sakit ingatan.  

4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai 

istri.  

5. Istri memiliki sifat buruk.  

6. Istri minggat dari rumah.  

7. ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.  

8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan 

kemadaratan di dalam kehidupan dan pekerjaannya. 

Al-Jurjani dalam kitabnya, Ḥikmah at-Tasyrȋ’ wa Falsafatuhu 

menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari’at poligami.  

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan 

bahwa manusia sebenernya terdiri dari empat campuran di dalam 

tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri 

empat. 
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2. Batasan empat juga  sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-

laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.  

3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai 

waktu senggang tiga hari dan ini meruupakan waktu yang cukup untuk 

mencurahkan kasih sayang. 

Al-Aṭar dalam bukunya Ta’addud az-Zawzāt mencatat empat dampak 

negatif poligami.  

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.  

2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa 

bersikap bijaksana dan adil.  

3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan 

untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.  

4. Kekacauan dalam bidang ekonomi,18 bisa saja pada awalnya suami 

memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu 

saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban 

akan lebih banyak. 

UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 

yang menyatakan,  

Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami. 

 

                                                           
18 Khairuddin Nasution, Riba  dan  Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 100. 
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Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami 

dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah 

pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang 

membolehkan tersebut.19 

Pasal 4 UUP dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk 

berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut 

oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, 

melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa yahya harapan, 

monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status 

hukum darurat (emrgency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra 

ordinary circumstance), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata 

kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).20 

Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi 

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Ayat ini jelas sekali bahwa UUP telah melibatkan Pengadilan Agama 

sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan 

poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam 

kitab-kitab fikih. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan 

dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut 

                                                           
19 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 60. 
20 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahi Trading  Co Medan, 1975), hlm. 25-26 
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pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-

ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. 

Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga 

alasan yang dijadikan dasar mengajukkan permohonan poligami.  

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.  

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan (menurut dokter).  

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.21 

Syarat-syarat dalam poligami yang di tentukan dalam syari’at Islam 

tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim 

dan tidak diwajibkan kepada pihak keluarga wanita untuk memaksa anaknya 

kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri satu atau lebih. Dan 

menurut syari’at Islam memberikan hak kepada wanita dan keluargnya untuk 

menerima poligami jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak 

menolak jika dikhawatirkan sebaliknya. 

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai 

berikut: 

1. Harus izin dari pengadilan. 

2. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan 

3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya tidak ada 

halangan dalam hal ini.22 
                                                           

21 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, hlm. 163. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami yang 

antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang 

isteri.23  

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus 

mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan 

ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan. 

Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan 

berpoligami menurut hukum positif di indonesia dapat disignifikansikan 

menjadi: 

a. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.24 

b. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin 

dari pengadilan agama.25 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan kategori penelitian literatur didukung 

dengan wawancara, karena data yang diperoleh bersumber pada putusan 

Hakim terkait dengan izin poligami dari subyek yang akan diteliti yaitu 

Pengadilan Agama Mataram dalam menerima perkara mengenai izin 

                                                                                                                                                                     
22 Soemiyati, Hukum Perkawinan  Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 77. 
23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1). 
24 Ibid., Pasal 55 ayat (2). 
25 Depag. RI., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000, hlm. 34. 
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poligami. Penyusun menggunakan data dari Pengadilan Agama Mataram, 

sesuai dengan jumlah perkara mengenai permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Mataram. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama 

Mataram terhadap perkara mengenai izin poligami. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat 

dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh 

orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen 

sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang 

selanjutnya ditulis oleh orang ini.26  

Dokumentasi yang hendak dikumpulkan dari penelitian ini 

adalah dokumen-dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan-

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim sehingga izin 

poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram. 

 

                                                           
26 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), hlm. 70-71 
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b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu percakapan  tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada suatu masalah tertentu. Proses interview aqda dua 

pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu 

berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya (interviewer). 

Pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (information 

suppliyer).27 Secara umum dapat dibedakan dua bentuk wawancara, 

yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. 

Wawancara berstruktur, pewawancara menggunakan daftar 

pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan dalam 

wawancara tak berstruktur daftar pertanyaan tidak disiapkan 

sebelumnya. Dalam wawancara jenis ini responden diberi kesempatan 

menjawab dan mengeluarkan isi hatinya.28 Penelitian ini, penyusun 

menggunakan bentuk wawancara berstruktur yang ditunjukkan pada 

pihak yang terkait, yaitu tiga orang Hakim Pengadilan Agama 

Mataram yang pernah menangani perkara mengenai permohonan izin 

poligami. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya Majelis Hakim untuk 

menyelesaikan perkara mengenai izin poligami, sehingga dapat 

membantu proses analisis data. 

                                                           
27 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial  (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 187. 
28 Soeratno, dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk  Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta:UPP YKPN, 2003), 

hlm. 94. 
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4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan 

mendasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik menggunakan 

ketentuan nash maupun pandangan ulama yang terkait dengan alasan-

alasan poligami. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti 

dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang 

berlaku di indonesia, yang mengatur masalah poligami yaitu Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir 

induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami 

yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram yang kemudian putusan dari 

permohonan itu di analisis apakah sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada. 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini 

dilakukan guna mempermudah penyusun dalan penyusunan skripsi ini. 
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Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima 

bab, yaitu: 

Bab pertama adalah arah dari keseluruhan yang dibahas terdiri dari 

tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat 

penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar 

belakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan 

terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan 

kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, 

telaah pustaka, untuk menjelaskan dimana posisi penyusun dalam hal ini, 

dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya 

dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoritik, 

mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan 

masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. 

Ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan 

gambaran awal penelitian. 

Bab kedua, tinjauan umum penyusun menempatkan pembahasan 

mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, 

dasar hukum poligami, pandangan para ulama, syarat-syarat poligami 

menurut syari’at Islam, dan syarat-syarat poligami menurut peraturan 

perundang-undangan. 
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Bab ketiga, data lapangan yang memaparkan gambaran umum tentang 

profil Pengadilan Agama Mataram, perkara mengenai permohonan izin 

poligami dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan mengenai 

perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Mataram. 

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar 

dan pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin 

poligami Pengadilan Mataram. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam 

skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari 

pokok masalah. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yaitu tentang izin 

poligami yang ada di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Izin Poligami. 

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin 

poligami di Pengadilan Agama Mataram mengacu pada hukum 

materiil dan formil yaitu Undang-Undangan No 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Ada sebanyak 4 perkara izin poligami di tahun 2009 yang 

terdiri dari 3 perkara yang diberikan izin poligami dan 1 perkara yang 

dibatalkan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam 

memutuskan suatu perkara izin poligami selalu disesuaikan dengan 

kasusnya. Hakim bisa saja mengambil kebijakan kontra legam, yaitu 

pengambilan keputusan dengan mengesampingkan Undang-Undang 

bila incasu. Hakim dalam memustuskan suatu perkara izin poligami 

mengacu kepada landasan normatif yaitu, al-Qur’an surat an-Nisa’ 

ayat (3). Pada perkara No. 84/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini 

mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak 

isteri pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni 

al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat (3), walaupun asas alternatif tidak 
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terpenuhi. Kemudian pada perkara No. 27/Pdt.G/2009/PA.MTR. 

Hakim di sini mengabulkan izin poligami walaupun bila ditelaah 

Pemohon tidak memiliki kekuatan finansial dalam memberikan nafkah 

keluarganya apabila dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaannya. 

Pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami dalam perkara ini 

karena melihat asas alternatif dan komulatifnya terpenuhi. Selanjutnya 

pada perkara No. 240/Pdt.G/2009/PA.MTR. Pertimbangan Hakim 

dalam mengabulkan izin poligami karena asas alternatif dan 

komulatifnya telah terpenuhi dan petimbangan Hakim mengacu 

kepada landasan normatif. Kemudian perkara No. 

48/Pdt.G/2009/PA.MTR. pertimbangan Hakim dalam membatalkan 

izin poligami tersebut disebabkan perkara tersebut tidak dapat diproses 

karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam 

mengajukan izin poligami dan belum memenuhi biaya adminstrasi atau 

biaya panjar untuk bisa melanjutkan sidang. 

2. Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami. 

Pertimbangan Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan 

Agama Mataram sudah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-

Undangan yang berlaku di Indonesia. peraturan perundang-undangan 

yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin 

poligami yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 

3 ayat (2). Adapun dasar normatif yang digunakan oleh majelis hakim 

yaitu surat an-Nisa’ 4:(3). Tidak semua kasusnya dikabulkan, dalam 
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pemutusan perkara Hakim selalu menekankan yang paling utama 

apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya untuk 

melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang 

dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu 

dilanjutkan dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya. 

B. Saran 

1. Hakim seharusnya lebih bersikap arif dan bijaksana dalam mengabulkan 

izin poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah untuk 

melakukan poligami. Walaupun tidak ada larangan untuk melakukan 

poligami dalam syariat Islam. 

2. Hakim harus bisa mensinergikan asas alternatif dan kumulatif.  Asas 

alternatif dan kumulatif harus bisa berjalan seimbang agar tidak ada yang 

dirugikan dalam putusan poligami. 

3. Hakim harus lebih memperhatikan alasan Pemohon untuk melakukan 

poligami dan alasan pemohon tersebut harus bisa dibuktikan. Jika 

diperlukan, Hakim turun untuk mengecek ke lapangan apakah pemohon 

memenuhi kriteria atau tidak untuk melakukan poligami. Misalnya, 

pemohon yang pekerjaannya wiraswasta perlu dicek penghasilan yang 

diperoleh dan aset-aset yang dimiliki. 
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I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

BAB I 

NO FN Halaman Terjemahan 
1 3 2 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. 

2 14 12 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. 

3 15 12 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
memelihara diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

 

BAB II 

NO FN Halaman Terjemahan 
1 4 25 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. 



II 

2 5 26 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
memelihara diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

3 9 28 Hannad menceritakan kepada kami, ‘abdah 
memberitahukan kepada kami, dari Sai bin Abi 
‘Arubah dari Ma’mar bin Zuhri dan Salim bin 
Abdullah dari Ibnu ‘Umar sesungguhnya Gailan bin 
Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai 
sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah, dan 
isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka 
nabi SAW memerintahkannya memilih empat isteri 
diantaranya. 

4 25 43 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. 

5 26 44 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
memelihara diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

6 27 45 Dari Aisyah R. A berkata adalah Rasulullah SAW 
sedang membagi giliran kemudian berbuat adil 
(terhadap istri-istrinya) Rasulullah berdoa: Ya Allah 
ini adalah pembagianku. sebagaimana yang aku 
miliki, maka janganlah engkau cela diriku 
sebagaimana yang engkau miliki dan tidak aku 
miliki. Abu dawud berkata: milik bermakna hati. 

 

 



III 

BAB IV 

NO FN Halaman Terjemahan 
1 2 75 Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri dan menjadikan dari isteri-isteri kamu 
itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu 
rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 
mereka beriman kepada yang bathil dan 
mengingkari nikmat Allah. 

2 3 75 Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 
jalan yang buruk. 

 



BIOGRAFI ULAMA 
 
Imam Bukhari 

Imam al-Bukhari adalah ulama hadis yang paling terkenal. disebabkan 

oleh usahanya mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab al- Jami’ as-

Shahih . Kitab ini dianggap kitab yang paling utama setelah al-Qur’an. 

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas 

yangbercampur antara hadis shahih dan hadis palsu, antara yang benar dan yang 

buatan. Hadis telah digunakan mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai 

media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan 

menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika 

penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.  

Untuk menghindari penyelewengan di atas, Bukhari melakukan seleksi 

hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata 

rantai rawi, menurut Bukhari  merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, 

maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, 

apapun isinya. Secara teoritis, hadis shahih menurut Bukhari adalah hadis yang 

disepakati oleh rawi sifat yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur. 

 

Imam Turmuzi 

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari 

desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Turmuzi 

boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi. Beliau lahir pada 

tahun 200 H dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab yang disebut 

“Kitab yang Enam” yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah. 

Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga hadis-hadisnya bisa dijadikan 

pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga 

mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Shahih Bukhari. 

 

Imam Malik 

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin. 

Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu 



pada ulama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn 

Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul 

dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi’ Maula Ibn ‘Umar dan Ibn 

Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabiah ibn 

Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra’yu. Imam malik 

menetap di Madinah dan tidak pergi ke tempat lain. Inilah yang menjadikan 

sebagian besar hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz. 

Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis al-Muwatta’. Imam Malik 

meninggal dunia pada tahun 179 H. Imam Syafi’i Nama beliau adalah Abu 

‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’i al-Quraisyi. 

Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat 

wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 

tahun, dengan Imam Muhammad ibn hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya 

adalah murid Imam Hanafi) di Kuffah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke 

Persia dan negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil 

menyebarkan kitab al-Muwatta’. Kemudisn beliau pulang ke mdinah menjumpai 

Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi’i dikenal 

memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau 

telah hafal al-Qur’an, umur 10 tahu telah hafal kitab hadis al-Muwatta’ karangan 

Imam Malik. Imam Syafi’i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di 

pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham. 

 

Muhammad Abduh  

Muhammad Abduh ibn hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M 

di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, 

Mahallat al-Nashr, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di 

Universitas Al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada 

tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga 

merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Belia wafat pada tangga 11 Juli 

1905. 

 



VI 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami? 
2. Apakah asas komulatif mutlak bisa digunakan dalam memberikan izin 

poligami tanpa melihat asas alternatif? 
3. Apakah Undang-Undang yang mengatur masalah poligami masih efektif 

dalam perkembangan masyarakat? 
4. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi Hakim yang mengadili kasus 

poligami, sehingga pada umumnya kasus dikabulkan oleh Majelis Hakim? 
5. Apakah ingin menambah keluarga besar bisa dijadikan landasan 

dibolehkannya berpoligami? 
6. Apakah dari sisi ekonomi (finansial) pelaku poligami tidak dijadikan 

pertimbangan dalam memberikan izin poligami walaupun asas 
alternatifnya terpenuhi? 

7. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari 
Hukum Islam atau aturan Perundang-Undangan. 

 



VII 

HASIL WAWANCARA 

 

Bapak Drs. H. Suhadak SH., MH (Wakil Ketua PA Mataram) 

1. Dasar pertimbangan Hakim mengenai poligami merujuk pada UU No 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI) 

2. Tergantung kasusnya. Tapi hal yang terpenting mendapat persetujuan 
suami dan asas alternatif terpenuhi. 

3. Undang-undang yang mengatur poligami masih efektif diterapkan. 
4. Tidak semua perkara poligami dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang 

ditolak, dan ada yang tidak diterima (NO) 
5. Tergantung kasusnya, dan perlu diselidiki kebenaranya akan alasan 

pemohon. 
6. Kemampuan  finansial merupakan syarat mutlak yang perlu diperhatikan. 
7. Pertimbangan hakim mengenai izin poligami mengacu pada Alqur’an surat 

An-Nisa ayat 3 dan UU No 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). 

Bapak Drs. Faisal MH 

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami yaitu 
kembali lagi kepada hukum materill dan formil, dan melihat Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 yang membolehkan berpoligami dalam 
ketentuan pasal 3 UU No 1 Tahun 1974. Dan seseorang bisa melakukan 
poligami apabila syarat alternatif dan komulatifnya terpenuhi. 

2. Alternatif dan komulatif harus diperhatikan, tidak harus memandang dari 
segi komulatifnya saja. 

3. Undang-undang yang mengatur masalah poligami sampai saat ini masih 
efektif diterapkan di masyarakat. 

4. Tidak semuanya Hakim mengabulkan, tergantung kasusnya apakah dapat 
dibuktikan atau tidak. 

5. Bila alasannya hanya ingin menambah keluarga besar tetapi syarat 
alternatif tidak terpenuhi maka tidak bisa dijadikan landasan poligami.  

6. Hakim juga harus melihat dari segi finansial karena kemampuan finansial 
meupakan syarat terpenting jika seseorang ingin poligami 

7. Pertimbangan hakim PA Mataram mengenai izin poligami tidak keluar 
dari Undang-Undang. 

 

 



VIII 
 

Bapak Drs. Ahmad Zaeni SH., MH 

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami dilihat dari  
suami yang dapat berlaku adil dalam melakukan poligami, melihat dari 
penghasilan yang cukup 

2. Tergantung kasusnya akan tetapi syarat alternatif  yang mutak adalah 
persetujuan dari isteri pertama. 

3. Hingga saat ini Undang-undang yang mengatur tentang poligami masih 
efektif diterapkan di masyarakat. 

4. Tidak semua perkara poligami dikabulkan oleh Hakim tergantung 
kasusnya. 

5. Jika alasan ingin menambah keluarga besar tidak ada ketentuan di undang-
undang, akan tetapi bila ingin melahirkan keturunan ada. 

6. Dalam melakukan poligami selain kemampuan daya/fisik, kemampuan 
dana juga hal yang penting untuk diperhatikan 

7. Landasan yang dijadikan pertimbangan hakim megenai perkara izin 
poligami adalah Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 UU No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami. 
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